SALINAN

BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025
2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negaran Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah
beberapa kali diubali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

4

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6943);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

u

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4698).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinéip otonomi seluas-
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangurian Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningk;itkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun
terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029
yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi
Sumatera Utara adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari
Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi
Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun
2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode S
(lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
rencana tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola tata
ruang wilayah kabupaten. )

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB II
RPJMD
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

(1)

)

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil
pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024.

RPJMD berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera
Utara, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJ Plj, RTRW, serta
memperhatikan KLHS. ‘

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman untuk:

a.
b.

C.

penyusunan RKPD, Renstra, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan Kkegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun
2025-2029.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Sistematika RPJMD terdiri dari:

a.

0

BABI Pendahuluan;
BABII Gambaran Umum Daerah;
BAB I Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

BABV  Penutup
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Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPUJMD
Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan RPJMD.

3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

X

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(8) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah
target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah,
perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang
belum memiliki RPUJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran
pokok dan arah kebijakan RPJPD.

(2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun
RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode
Pemerintahan Bupati berikutnya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd

MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan

pada tanggal 20 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
ttd

NURJALILAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANUL] TENGAH, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2 - 80 /2025)

.
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